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BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : OsO/ lEt /HK/437.t21212s
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GI

KU

BUPATI GRESIK,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal

367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2Ol7 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah tentang Rencala Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah dan pemenuhan Indeks

Pencegahan Korupsi Daerah Monitoirry Center For

Preuention, bahwa Perubahan Renja disampaikan

kepada Kepala Daeral'r melalui Sekretaris Daerah guna

memperoleh persetujuan untuk ditetapkan menjadi

Keputusan Kepala Daerah;

b. bahwa sesuai hasil monitoring dan evaluasi

pelaksanaan kinerja dan pencapaian Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dan dengan

adanya kebijakan nasional dan daerah, maka Rencana

Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, perlu dilakukan

penyesuaian;
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan

Rencana Keg'a Perangkat Daerah Tahun 2O25;

l. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Tahun 2OO5-2O25;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik;

7. Undang-Undalg Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

9 Tahun 2015;

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah;

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2O22 tentang Cipta Kerja

menjadi Undang-Undang;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

1 1 . Peraturan Pemerintah l8 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahurr 2Ol9;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Mengingat
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2Ol7 tentang

Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran

Pembangunan Nasional;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang

Inovasi Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2Ol7 tentang

Partisipasi Masyaralat Dalam Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang

Standar Pelayanan Minimal;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah;

19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2O2l;

20. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang

Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

sebagaimana telah diubah beberapakali teral<hir

dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2O2O;

2 I . Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang

Pelaksanaan Berkelanjutan Pencapaian Tujuan

Pembangunan;

22. Peraturan Presiden Nomor 8O Tahun 2019 tentang

Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik

- Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo -

l,amongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta

Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;

23. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2O22 tentaag

Pelaksanaan Pencapaian Berkelanjutan Tujuan

Pembangunan;

24. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahwn 2Ol4

tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang

Ketenagake4'aan;G/
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25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2O 15

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2O 17

tentang Pelaksanaan Perizinan dan Non Peizinarr

Pembangunan Perumahan Bagr Masyarakat

Berpenghasilan Rendah di Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah;

28. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang

Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar

Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi

dan di Daerah Kabupaten / Kota;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2Ol9

tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja

Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten lKota;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

3 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

tentang Klasilikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 13 Tahun 2019 tentang l,aporan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Daerah;\.)
tl ic
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34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

35. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan

Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar

Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

36. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahtn 2024

tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar

Pelayanan Minimal Kesehatan ;

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l2Tahun 2024

tentang Pedoman Penyu sunan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2025;

38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-3708

5889 Tahun 2O2l tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan

Inventarisasi Pemutakhiran Klasifrkasi, Kodefftasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :

900. 1. I 5.5- 13 17 Tahun 2023;

39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun

2019 tentang Pengaru sutamaan Gender;

40. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun

2024 tentang Rencana Kerl'a Pemerintah Daerah

Provinsi Jawa Timur Tahun 2025;

41. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun

2O11 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Gresik Tahun 20 1O-2030;

42. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun

2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah

Kabupaten Gresik sebagaimana telah beberapakali

diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8

Tahun 2021;

43. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun

2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

44. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun

2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045;

45. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun

2O24 tentartg Anggaran Pendapatan dan Belanja

Tahun Anggaran 2025;

K$



46. Peraturan Bupati Gresik Nomor 27 Tahun 2025

tentang Perubahan Rencana Ke{a Pemerintah Daerah

Kabupaten Gresik Tahun 2025;

47. Peraturan Bupati Gresik Nomor 75 Tahun 2024

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun

2025;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang

Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, tanggal

8 Juni2O22.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan

pembangunan daerah Pemerintah Daerah periode sisa

1 (satu) tahun be{alan sampai dengan tanggal

31 Desember 2025.

KEDUA Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU,

merupak€rn pedoman bagi Perangkat Daerah dalam

menyusun dan mensinkronisasikan perubahan

perenczrnaurn, pengangSaran dan pelaksanaan program,

kegiatan, dan subkegiatan pembangunan serta

mengevaluasi hasil kinerja Perangkat Daerah pada tahun

berjalan berdasarkan capaian target indikator program

yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada

Perubahan RKPD Tahun 2025.

KETIGA Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat

Daerah Tahun 2025 sebagaimana dirnaksud pada Diktum

KESATU adalah :

a. sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun

Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah

Tahun 2025;G
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b. sebagai pedoman Pemerintah Daerah

menyusun Perubahan KUA dan Perubahan

APBD Tahun Angggaran 2O25; dan

c. sebagai pedoman Pemerintah Daerah

menJrusun Rancangan Perubahan APBD

Anggaran 2025.

dalam

PPAS

dalam

Tahun

KEEMPAT

KELIMA

Sistematika penJrusunan Perubahan Rencana Ke{a

Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud

pada Diktum KESATU adalah :

a. Bab I : Pendahuluan;

b. Bab II : Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I

Tahun 2O25;

c. Bab III : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;

dan

d. Bab IV : Penutup,

tercantum dalam Lampiran yang merupakan dokumen

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik

pada tanggal 3o juli zozr

BUPATI GRESIK,

YANIFANDI AKH


